
BUPATI MALUIKU TENGGARA BARAT 

PROVINS! MALUKU 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT 

NOMOR : 2 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 5 

TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 

0 Menimbang: 
e  1 

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT, 

bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara 

Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa, masih terdapat kekurangan dan belum 

menampung ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

paling tinggi dan perkembangan kebutuhan yang terjadi, 

sehingga perlu dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku 

Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Maluku Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 

a. 

Mengingat 

0. - 
"' 

I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten 

Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3895); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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Menetapkan : 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Kepala Desa; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Pengembalian Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat 

Hukum Adat di Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku 

(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 14); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 22 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa; 

13. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Petunjkuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa . 

M E M U T U S K A N :  

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT 

NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN $ 
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PEMILIHAN KEPALA DESA 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara 

Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 

Barat Tahun 2018 Nomor 05), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Bab I, Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Maluku Tenggara Barat; 

3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat; 

4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat 

daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat; 

5. Camat adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam 

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan 

kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani 

sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan 

tugas umum pemerintahan. 

6. Desa adalah desa dan desa adat atau dengan sebutan 

nama lain, selanjut disebut Desa, adalah Kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat 

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Desa; 

9. Badan 

BPD 

Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis; $ 
- 3 ­  



10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang 

diselenggarakan oleh BPD khusus untulc pemilihan Kepala 

Desa Antar Waktu; 

11 .  Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan di 

desa dalam rangka memilih Kepala desa yang bersifat 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang 

dilaksanakan pada pemilihan Kepala Desa Serentak; 

12. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan Kepala 

Desa yang dilaksanakan secara serentak secara 

bergelombang 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) 

tahun; 

13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa tingkat Desa 

yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untulc 

menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah; 

mempunyai 

menjalankan 

wewenang, tugas 

Pemerintah Desa yang 

dan kewajiban untulc 

14. Kepala Desa adalah pejabat 

rumah tangga Desanya dan melaksanakan 

c 

tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 

15. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana 

kewilayahan dan pelaksana teknis; 

16. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang 

selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang 

dibentuk oleh BPD untulc menyelenggarakan proses 

Pemilihan Kepala Desa; 

17 . Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang 

selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah 

Panitia yang dibentuk Bupati Maluku Tenggara Barat dalam 

mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; 

18. Panitia Pemilihan Daerah terdiri dari Panitia Penanggung 

Jawab Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan; 

19 . Panitia Penanggungjawab Pemilihan selanjutnya disebut 

Panitia Penanggungjawab adalah Panitia yang dibentulc oleh 

Bupati sebagai Penanggungjawab Pemilihan dan 

berkedudukan di Kabupaten; 

20. Panitia Pengawas Pemilihan selanjutnya disebut Panitia 

Pengawas adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untulc 

melakukan tugas pengawasan dan berkedudukan di 

Kecamatan; 4- 

- 4 ­  



21.  Bakal Calon adalah Sakal Calon Kepala Desa yang setelah 

melalui penjaringan dan penyaringan, telah memenuhi 

persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan; 

22. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang 

telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang 

berhak dipilih menjadi Kepala Desa setelah melalui tahapan 

seleksi administrasi dan Uji Kelayakan; 

23. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang 

memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan 

Kepala Desa. 

24. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat 

oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang 

serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu; 

25. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan 

6 ralat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang 

bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

26. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah 

memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih 

dalam pemilihan Kepala Desa; 

27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS 

adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar 

Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah 

diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta 

ditambah dengan pemilih baru; 

28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang 

disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang 

bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih 

Sementara; 
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah 

daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan 

sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah 

pemilih dalam pemilihan Kepala Desa; 

30. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

31 .  Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk 
oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan 
mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat; 

32. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh keagamaan, 
tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya. 
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33. Soa adalah suatu hubungan kekerabatan yang bersifat 

teritorial yang terdiri dari marga-marga yang diakui oleh 

masyarakat hukum adat pada desa setempat; 

34. Marga adalah suatu hubungan kekerabatan yang bersifat 

geneologis yang terdiri dari mata-mata rumah yang diakui 

oleh masyarakat hukum adat pada desa setempat; 

35. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk 

menentukan sikap pilihannya; 

36. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan 

oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon 

Kepala Desa; 

37. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya 

disebut Pendaftaran adalah tahapan kegiatan yang 

dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk 

mendapatkan bakal calon Kepala Desa; 

38. Kampanye adalah suatu kegiatan menyampaikan visi dan 

misi Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih 

dalam rangka mendapatkan dukungan; 

39. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, 

adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 

40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Daerah. 

41 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 

disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan 

Peraturan Desa; 

42. Keputusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang 

diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat 

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 

tuntutan hukum; 

43. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau 

keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduka 

sebagai pelaku tindak pidana; 

44. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, 

diperiksa, dan diadili dipengadilan; 

45. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap; 

Hari adalah Hari Kalender. 3 
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2. Ketentuan Bab II diubah dan ditambah dalam bentuk II paragraf, 

sehingga kedudukan pasal dan ayat mengalami perubahan, yang 

berbunyi sebagai berikut : 

BAB II 

PANITIA PEMILIHAN 

Paragraf I 

Struktur Panitia Pemilihan 

Pasal 2 

Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa terd.iri dari : 

(1) Panitia Pemilihan Daerah dan Panitia Pemilihan Kepala 

Desa; 

(2) Panitia Pemilihan Daerah terd.iri dari Panitia 

Penanggungjawab dan Panitia Pengawas; 

(3) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

(4) Panitia Penanggungjawab berkedudukan ditingkat 

€ 

Kabupaten sedangkan Panitia Pengawas berada ditingkat 

Kecamatan; 

(5) Panitia Penanggungjawab sebagaimana dimaksud, terdiri 

dari: 

a. Asisten Bidang Pemerintahan Umum Sekretariat 

Daerah Maluku Tenggara Barat selaku Ketua; 

b. Inspektur Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat 

selaku Wakil Ketua; 

c. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat sebagai 

Sekretaris; 

d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai Anggota; 

e. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Maluku Tenggara Barat sebagai Anggota; 

f. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Maluku Tenggara Barat sebagai Anggota; 

g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Maluku 

Tenggara Barat sebagai Anggota; dan 

h. Staf Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan 

Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota 

Sekretariat. 4 
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(6) Panitia Pengawas, terdiri d ari :  

a. Camat Sebagai Ketua; 

b. Sekretaris Camat sebagai Wakil Ketua; 

c. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan 

Sebagai Sekretaris; dan 

d. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sebagai Anggota. 

(7) Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari : 

a. Ketua 

b. Sekretaris : 

c. Bendahara; 

d. Seksi pendaftaran pemilih; 

e. Seksi umum dan perlengkapan; 

f. Seksi Konsumsi; 

g. Seksi publikasi dan dokumentasi; dan 

h. Seksi Keagaman. 

Paragraf II 

Tugas dan Wewenang 

Pasal 3 

(1) Panitia Penanggungjawab, mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan 

pelaksanaan pemilihan kepala desa; 

b. melakukan sosialisasi, bimbingan teknis pelaksanaan 
pemilihan kepala desa terhadap panitia pengawas dan 
panitia pemilihan kepala desa; 

c. melakukan verifikasi dan seleksi admnistrasi bakal calon 
kepala desa; 

d. menyiapkan dan melaksanakan uji kelayakan kepada 
bakal calon kepala desa; 

e. menyampaikan hasil uji kelayakan kepada panitia 
pengawas untuk disampaikan kepada panitia pemilihan 
kepala desa untuk ditetapkan sebagai bakal Calon 
Kepala Desa; 

f. memfasilitasi, penetapan dan pencetakan jumlah surat 
suara, kotak suara dan bilik suara; 

g. menerima, meneliti hasil pemilihan kepala desa dari 

panitia pemilihan kepala desa dan mengajukan kepada 

Bupati untuk mendapat pengesahan; 
h. memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilihan kepala 

desa yang disampaikan oleh panitia pengawas, calon 
kepala Desa dan BPD; , 
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i. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan 

pemilihan kepada Bupati. 

(2) Panitia Pengawas, mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. mengawasi dan mengendalikan semua tahapan 

penyelenggaraan pemilihan kepala desa; 

b. menyampaikan berkas bakal calon kepala desa kepada 

panitia penanggungjawab setelah diteliti persyaratan 

administrasi oleh panitia pemilihan; 

c. memfasilitasi petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala 

desa kepada panitia pemilihan kepala desa 

d. menyampaikan hasil uji kelayakan dari panitia 

penanggungjawab kepada panitia pemilihan kepala desa 

untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa; 

e. mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala desa; 

f. memfasilitasi penyelesaian pemilihan kepala desa 

ditingkat kecamatan serta melaporkan kepada panitia 

penanggungjawab; 

g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemilihan 

kepala desa kepada Bupati. 

(3) Tugas dan kewenangan panitia pemilihan daerah berakhir 

setelah Bupati mengesahkan dan mengangkat kepala desa 

terpilih. 

Pasal 3A 

(1) Panitia Penanggungjawab, mempunyai wewenang sebagai 

berikut: 

a. menetapkan rencana jadwal pemilihan kepala desa 

serentak; 

b. menetapkan hasil seleksi administrasi bakal calon kepala 

desa, dan hasilnya disampaikan kepada panitia pengawas 

dan panitia pemilihan kepala desa 

c. menetapkan hasil uji kelayakan bakal calon kepala desa 

kepada Bupati; 

d. menetapkan standar kebutuhan biaya pemiilhan kepala 

desa; 

e. menyiapkan bahan keputusan penyelesaian sengketa 

pemilihan kepala desa; 

f. membentuk tim investigasi guna penyelesaian sengketa 

pemilihan kepala desa; 

g. memeriksa, mengkaji dan memberikan bahan 

pertimbangan keputusan pelanggaran pemilihan kepala 

desa kepada Bupati; 
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(2) Panitia pengawas, mempunyai kewenangan sebagai berikut : 

a. menetapkan hasil verifikasi administrasi bakal calon 

kepala desa tingkat kecamatan; 

b. mengendalikan setiap tahapan pelaksanaan sesuai jadwal 

yang telah ditetapkan oleh Bupati; 

c. memfasilitasi dan melakukan pembinaan dalam 

pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa; 

Pasal 3B 

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

( 1) merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, 

mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan 

pemilihan; 

a. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada 

Bupati melalui Camat; 

b. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; 

c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; 

d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; 

e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; 

f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; 

g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan 

tempat pemungutan suara; 

h. membuat peta lokasi tempat pemungutan suara; 

i. melaksanakan pemungutan suara; 

j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan 

mengumumkan hasil pemilihan; 

k. menetapkan calon kepala desa terpilih; 

I. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

pemilihan. 

Pasal 4 

(1) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD 

ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah 

penetapan Keputusan Bupati tentang pemilihan Kepala Desa 

serentak; 

(2) Penetapan panitia pemilihan kepala desa ditetapkan melalui 

musyawarah desa; 

(3) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (l) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga 

kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa yang bersifat 

mandiri dan tidak memihak. 4 
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(4) Persyaratan panitia pemilihan kepala desa tidak terdaftar 

sebagai anggota pengurus partai politik; 

(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara 

tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat; 

(6) Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, 

pembentukan panitia pemilihan kepala desa berpedoman 

kepadajadwal yang ditetapkan oleh Bupati. 

(7) Jumlah anggota panitia pemilihan kepala desa sekurang­ 

kurangnya 8 (delapan) orang dan sebanyak-banyaknya 16 

(enam belas) orang, yang disesuaikan dengan kemampuan 

keuangan. 

3. Ketentuan Pasal 27 ayat 2 huruf d poin 4 diubah, sehingga bunyi 

Pasal 27 sebagai berikut: 

Pasal 27 

(1) Setiap penduduk yang memenuhi persyaratan untuk 

menjadi Calon Kepala Desa dapat mendaftar dengan 

mengajukan Permohonanan pencalonan Kepala Desa secara 

tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa. 

(2) Persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) terdiri dari : 

a. berita acara hasil musyawarah soa tentang bakal calon 

kepala desa dari soa terlampir dengan daftar hadir 

peserta rapat soa; 

b. surat pemyataan dukungan soa terhadap bakalan calon 

yang diusulkan. 

c. surat permohonan pencalonan kepala desa yang 

ditujukan kepada panitia pemilihan dengan bermeterai 

6.000 (enam ribu); 

d. surat pemyataan di atas meterai 6.000 (enam ribu) 

bahwa bakal calon kepala desa: 

1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal 

lka; 

3) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; f 

- 11 ­  



4) tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik atau 

bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan Partai 

Politik apabila yang bersangkutan menjadi Kepala 

Desa; 

5) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau 

tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara 

berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih. 

e. salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar 

sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh 

pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat 

yang berwenang; 

f. salinan akta kelahiran atau keterangan kenal lahir 

untuk membuktikan bakal calon kepala desa berusia 

paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat 

mendaftar; 

g. salinan Kartu Tanda Penduduk untuk membuktikan 

bahwa bakal calon kepala desa merupakan warga negara 

Republik Indonesia; 

i. daftar riwayat hidup yang ditulis tangan oleh yang 

bersangkutan; 

J. pas photo hitam putih ukuran 4 x 6  sebanyak 4 (empat) 

lembar; 

k. pas photo berwama ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) 

lembar 

l. surat keterangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten 

Maluku Tenggara Barat bahwa bakal calon: 

1. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 

2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 

(lima) tahun setelah selesai menjalani pidana 

penjara dan mengumumkan secara jujur dan 

terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan 

pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku 

kejahatan berulang-ulang; 4 
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3. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

m. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Umum 

Daerah; 

n. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika 

Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat; 

o. PNS atau anggota Tentara Negara Indonesia/Polisi 

Republik Indonesia yang mencalonkan diri selain 

memenuhi persyaratan huruf a sampai dengan huruf n 

juga melampirkan surat ijin dari pejabat yang berwenang 

sesuai dengan ketentuan perturan perundang­ 

undangan; 

p. bagi kepala desa yang mencalonkan kembali selain 

memenuhi persyaratan huruf a sampai dengan huruf n 

juga melampirkan: 

l) surat permohonan cuti Kepada Bupati; dan 

2) surat cuti dari Bupati. 

q. bagi perangkat desa yang mencalonkan sebagai 

bakal calon kepala desa selain memenuhi 

persyaratan huruf a sampai dengan huruf n juga 

melampirkan: 

1) surat cuti dari kepala desa (dalam hal kepala 

desa tidak memberikan cuti dalam jangka 

waktu 3 (tiga) hari setelah permintaan cuti 

dari perangkat desa disampaikan kepada 

kepala desa, maka dianggap yang 

bersangkutan sudah mendapat izin dari 

kepala desa; 

2) surat pernyataan akan mengundurkan diri 

sebagai perangkat desa apabila terpilih 

sebagai kepala desa; 

3) surat pernyataan siap mendukung dan 

melaksanakan tugas di bawah kepemimpinan 

kepala desa terpilih apabila tidak menjadi 

kepala desa terpilih. 

r. bagi BPD yang mencalonkan sebagai bakal calon kepala 

desa selain memenuhi persyaratan huruf a sampai 

dengan huruf n, juga melampirkan surat pengunduran 

diri sebagai anggota BPD. 4 
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s. surat keterangan dari Camat sesuai domisili bakal calon 

kepala desa bahwa tidak pernah menjabat sebagai 

Kepala Desa selama 3 (tiga) lcali masajabatan; 

t. tidak pernah diberhentikan dalam jabatan sebagai 

kepala desa definitif sebelum berakhir masa jabatan 

karena melakukan pelanggaran terhadap larangan dan 

kewajiban Kepala Desa; 

(3) Berkas persyaratan calon kepala desa sebagaimana 

dimaksud ayat (2) diteliti dan diklarifikasi oleh panitia 

pemilihan kepala desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) 

hari sejak pendaftaran bakal calon kepala desa; 

(4) Bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan 

ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan basil 

penetapan panitia pemilihan kepala desa. 

4. Ketentuan BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB VIII 

SELEKSI TINGKAT KABUPATEN 

Paragraf I 

Seleksi Administrasi Berkas oleh Panitia Penanggungjawab 
Pasal 33 

(1) Seleksi adminitrasi berkas oleh panitia penanggungjawab 
adalah pemeriksaan dan verifikasi ulang berkas bakal calon 
kepala desa yang disampaikan oleh panitia pengawas dan 

panitia pemilihan kepala desa. 
(2) Hasil seleksi administrasi berkas oleh panitia penanggungiawab 

ditetapkan dalam berita acara yang mana membatalkan 
keputusan panitia pengawas dan BPD; 

(3) Hasil seleksi administrasi berkas bakal calon diumumkan 
kepada masyarakat setalah hasil seleksi administrasi berkas 
bakal calon diperoleh oleh panitia pemilihan kepala desa 

Paragraf 2 
Uji Kelayakan 

Pasal 33A 

(1) Uji kelayakan adalah tahapan kegiatan seleksi yang 
dilakukan oleh panitia penanggung jawab yang ditujukan 
bagi para bakal calon kepala desa agar mengetahui 
kapabilitas dan kapasitas calon sebagai pemimpin di desa 
dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa; / 
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(2) Peserta bakal calon kepala desa yang berhak mengi.kuti 

tahapan uji kelayakan adalah bakal calon yang telah 

dinyatakan lulus seleksi administrasi berkas bakal calon 

kepala desa; 

(3) Setiap bakal calon kepala desa wajib mengikuti tahapan uji 

kelayakan. 

(4) Pelaksanaan uji kelayakan bakal calon kepala desa yang 

meliputi tahapan sebagai berikut : 

a. pembukaan dan test tertulis pengetahuan umum; 

b. tes kesehatan; 

c. tes baris-berbaris dan out bone {Permainan 

Kepemimpinan); 

d. praktek berpidato; dan 

e. test wawancara. 

(5) Materi uji test pengetahuan umum terdiri dari : 

1. materi wawasan kebangsaan dalam NKRI; 

2. materi kesadaran hukum; 

3. materi kebijakan pemerintah dalam kerangka 

implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang Desa; 

4. materi kepemimpinan yang efektif; 

5. manajeman pemerintahan desa; dan 

6. pengelolaan keuangan desa. 

(5) Penilaian uji kelayakan dikategorikan dalam 2 {tiga) tahap 

penilaian antara lain: 

a. seleksi kesehataan; dan 

b. tes pengetahuan, keterampilan dan kepribadian. 

(6) Penilaian pengetahuan, keterampilan dan kepribadian 

diperoleh dari pentahapan ujian dengan presentase penilaian 

sebagai berikut : 

a. Pentahapan ujian terdiri dari : 

1. pengetahuan umum & manajemen 

pemerintahan desa : 30 % {Simbol : A} 

2. kemampuan berpidato : 20 % {Simbol : B) 

3. hasil wawancara : 40 % {Simbol : C) 

4. baris-berbaris dan kepemimpinan: 10 % {Simbol : D) 

b. Rumus Penilaian hasil Ujian Sebagai Berikut : 

NUJ Ill= AX30%+Bx20%+C40%+DK10% 
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c. hasil uji kelayakan dikategorikan dalam predikat sebagai 

berikut : 

NO NLlai Hasil Seleksi Predikat 

1 75,00 - 100 Baik 

2 56,00 - 74,99 Cukup 

3 0-55,99 Kurang 

c. Bakal calon kepala desa yang lulus seleksi uji kelayakan 

tahap 3 (tiga) adalah yang memilki nilai akhir seleksi 

pada predikat baik dan/atau cukup. 

d. Narasumber, penguji, tempat dan waktu pelaksanaan 

ditetapkan oleh panitia penanggungjawab; 

e. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji 

kelayakan oleh panitia penanggungjawab diatur dengan 

petunjuk teknis panitia. 

f. Petunjuk teknis panitia tentang 

kelayakan ditetapkan bersama 

penanggungjawab dalam rapat. 

pelaksanaan uji 

oleh panitia 

c 

5. Ketentuan ayat l pasal 36 diubah dan ditambah l ayat, sehingga 

Pasal 36 berbunyi sebagai barikut: 

Pasal 36 

(1) Bakal calon kepala desa yang telah lulus uji kelayakan, 

ditetapkan sebagai calon kepala desa dengan Keputusan 

Bupati berdasarkan hasil uji kelayakan oleh panitia 

penanggungjawab. 

(2) Penetapan calon kepala desa oleh panitia penanggungjawab 

paling sedikit 2 calon kepala desa dan paling banyak 5 calon 

kepala desa. 

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada pain (1) 

diatas, disampaikan kepada panitia pengawas untuk 

diteruskan kepada panitia pemilihan kepala desa. 

(4) Calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat desa 

di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya 

masyarakat Desa oleh panitia pemilihan. 

6. Ketentuan ayat 4 pasal 37 diubah, sehingga berbunyi Pasal 37 

sebagai barikut: 

- 16­ 



c 

Pasal 37 

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan secara luas 

melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang 

nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) 

hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian. 

(2) Penentuan nomor urut masing-masing calon melalui undian 

secara terbuka dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala 

Desa, setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1).  

(3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), dihadiri oleh semua calon. 

(4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun 

dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara 

penetapan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala 

desa. 

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 

final dan mengikat. 

(6) Calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada (4) dilarang 

mengundurkan diri. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 
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